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RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja DISKOMINFO ini mempunyai arti
yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program Komunikasi dan Informatika tahunan pemerintahan
daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan
program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai
arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

b. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS
dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
tahun 2023

¢. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen dalam evaluasi pelaksanaan program/kegiatan
Perangkat Daerah DISKOMINFO untuk mengetahui capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja
Tahunan, sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 yang merupakan
tahun pertama dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan dalam Perencanaan Strategis
(Renstra).

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah DISKOMINFO ini diperlukan beberapa tahapan pelaksanaan

dalam rangka menghasilkan produk yang baik yaitu:

1. Persiapan Penyusunan Renja PD
Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja
Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.
a) Pembentukan Tim Penyusun Renja PD
b) Orientasi mengenai Renja PD
¢) Penyusunan Agenda Kerja
d) Pengumpulan Data dan Informasi
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan baik yang dilaksanakan langsung oleh



pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan
rancangan Awal Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi
dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian

proses yang berurutan mencakup: Tahap perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah; dan Tahap
penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah.

Tahapan tersebut terdiri dari:

a) Tahap Perumusan Rancangan Renja Perangkat Daerah
Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai
berikut: pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, mereview
hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat
Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, telaahan terhadap
rancangan awal RKPD, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan program dan kegiatan dari
masyarakat, perumusan kegiatan prioritas, penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat
Daerah,penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah, pembahasan forum Perangkat Daerah,
dan penyesuaian dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas dan sasaran
pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika tahun 2023 rencana dengan mempertimbangkan
arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM

b) Tahap Penyajian Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Penyajian rancangan Renja Perangkat
Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistimatika sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan

BAB I Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

BAB Il Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika
BABV Penutup

3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
4. Penetapan Renja Perangkat Daerah
Dengan melihat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan

program pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal
tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur
penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor . . . Tahun . . . tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2023 antara lain :

1. Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD
pada tahun berkenaan;
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3. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program, kegiatan dan Sub
Kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome),

indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Landasan Hukum
Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa dalam
menyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan KeuanganNegara/Daerah:

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah:

11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan daerah;

13. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

14. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Kirifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Minahasa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2028:

17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahanatas Peraturan Daerah

o o

Kabupaten Minahasa nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Minahasa nomor 1 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah
Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023;



19. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 47 Tahun
2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan
dan Olahraga.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa
adalah merumuskan kebijakan, program dan kegiatan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Minahasa yang pelaksanaannya akan lebih efisien dan efektif berdasarkan prinsip-
prinsip peneyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa adalah :

1. Tersedianya perumusan kebijakan teknis dibidang pengolahan data, penyiaran, jaringan
dan komunikasi data, sistem informasi dan aplikasi, dan pengelolaan website:

2. Tersusunnya program dan kegiatan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.

3. Tersedianya rumusan program pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan
pemerintahan yang merupakan indikasi program yang tertuang dalam APBD dan sebagai
tolak ukur dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Minahasa;

4. Sebagai acuan dasar dalam pengembangan kualitas SDM dan optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan secara efektif dan efisien.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa merupakan Organisasi Perangkat
Daerah baru, yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah serta memperhatikan kebutuhan pelayanan masyarakat
sebagaimana hasil analisa Tim Analisis Jabatan dan Pengukuran Beban Kerja dalam rangka
pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka dibentuklah Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa.

Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa sebagaimana yang
ditetapkan adalah melaksanakan kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika
sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan
tugas pokok tersebut, perlu disusun suatu perencanaan strategik yang meliputi keseluruhan
pembagian tugas dari masing-masing seksi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Minahasa, guna dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi seluruh pegawai/staf



dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan Tujuan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Minahasa yang akan dicapai, sekaligus untuk dijadikan tolok ukur dalam
melakukan evaluasi kinerja dalam setiap tahunnya sebagaimana ketentuan yang ditetapkan
dalam Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tahun 2023, meliputi :
BAB | PENDAHULUAN

BAB I EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BABIIl  TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BABIV ~ RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BABV  PENUTUP



BABII
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen
perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Minahasa Tahun 2023 meliputi tiga hal, yaitu kebijakan perencanaan program, kegiatan dan Sub
Kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan dan Sub Kegiatan.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Minahasa s/d Tahun 2022 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah inj -



EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA S/D TAHUN 2021

Target
program Perkiraan Realisasi capaii
Realisasi target kinerja Target & Realisasi Kinerja &
irori hasil program & Program & Kegiatan keglatan(Renja Target Renstra Perangke
B M“M_wwa keluaran Tahun lalu n-2(2021) perangkat n
Urusan/Bidang Indikator kinerja (Renstra kegiatan s/d tahun n- daerah Daerah s/d Tahun berjalz
urusan pemerintahan program Perangkat 3(2020) Tahun n-
daerah dan (outcomes)/kegiatan daerah) Tahun 1(2022)
program/kegiatan (output) 2023
Kode Target Renja | Realisasi Renja Realisasl capaian Tingkat nm
Perangkat Perangkat Tingkat xu iat
daerah daerah Realisasi FrogEo w_a e xm:mﬁm
tahun n- Tahun n- (%) S
tahun berjalan tahun
2(2021) 2(2021) n-1(2022)
Persentase pengelolaan
w%%..n.ﬂ: kegiatan keuangan, barang,
A n_._._.m\_: strasi aset dan kepegawaian yang 98% 96,60% 94% 93,43% 93,43% 94% 94%
Perkantoran ni:..::n administrasi yang
baik
Penyediaan
Pelayanan Jumlah dokumen administrasi .
Administrasi keuangan 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok
Perkantoran
Jumlah dokumen administrasi
Barang Milik Daerah dan 18 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok
Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah laporan administrasi
kepegawaian dan surat menyurat 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok
Cakupan persediaan ATK, benda
pos, alat listrik, bahan pembersih, 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
bendera, makanan dan minuman
Cakupan layanan jasa(Telpon,
internet/listrik/petugas
kebersihan/sopir/tenaga 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
administrasi perkantoran




Jumlah Pencetakan 120 meter 120 meter 120 meter 102 meter 102 meter 120 meter 120 meter
Jumlah Penggandaan 9000 lembar 9000 lembar 9000 lembar 8.505 lembar _Mmmwﬂ 8.505 lembar 8.505 lembar
Jumlah laporan/Berita
Acara/Telaahan staf hasil 7 dok 6 dok 6 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok
koordinasi dan konsultasi ke pusat
w“..m__..wﬂ.mnm: Cakupan ketersediaan sarana
dan prasarana aparatur sesuai
ww““.“_n“: Rencana Kebutuhan Barang 408 15% 15% 40% 40% A 005,
Apmrabas Milik(RKBM)
Pengadaan Peralatan | Jumlah peralatan dan
dan Perlengkapan perlengkapan gedung kantor yang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
Gedung Kantor diadakan
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung “__._mw__m::mmm%é Kantor yang 1000M2 500M2 500M2 . ’ 500M2 500M2
kantor P
Mﬂﬂwwwmnﬂwm_: jumlah Kendaraan
lsndiaraan Dinas/operasonal yang dipelihara 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
dinas/operasional secara rutin/berkala
Program " 5
peningkatan ”HM_MHHM«___”QE: pegawai 95% 92% 98,6% 98,6% 98,6% 95% 95%
disiplin aparatur ]
Pengadaan pakaian .
h Jumlah Pakaian Dinas beserta
dinas beserta 95% 94% 94,34% - - 95% 95%
perlengkapannya perlengkapannya yang diadakan
- PDH Khaki - - - - - -
- PDH Putih - - - - - - -
Pengadaan Pakaian | Jumlah Pakaian KORPRI yang ) ) ) ) ) ) i
KORPRI diadakan
Pakaian Batik Tradisional - - - - - - -
Program
peningkatan
pengembangan Persentase laporan Kinerja dan o -
sistem pelaporan keuangan yang tersusun 98% 98% 100% 100% 100% 98% 98%
capaian kinerja
dan keuangan
Mmm:%ﬂﬂ:ﬁﬂ.ﬂum%: Jumlah laporan capaian kinerja dan .
& ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang 1 dok 97,44 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

ikhtisar realisasi
kinerja SKPD

tersusun




Penyusunan

Jumlah Laporan Keuangan

WMMWM_MM Mmcm:nms Semesteran yang tersusun 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok
penyusunan g
pelaporan keuangan ﬁﬂ._hﬂ:,\%momw ,_Mmé% sl 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
akhir tahun
Program
perencanaan 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok
perangkat daerah
Penyusunan Jumlah Draf Renstra tersusun
Renstra/Perubahan 2 dok 2 dok - - - 2 dok 2 dok
Renstra
Penyusunan Jumlah Draf Renja tersusun
Renja/Perubahan 2 dok 2 dok 1 dok 1 dok 1 dok 2 dok 2 dok
Renja
—— Terselenggaranya Layanan E-
nwﬂnm_.:.: ent Government Pemerintah 90% 99,63 100 100 100 90% 100%
Daerah
Jumlah Sosialisasi E-
3 4
Ghiersinant 100 orang 100 orang 00 orang 0% 40% 100 orang 100 orang
Jumlah Sosialisasi Kelompok
Informasi Masyarakat 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang
Jumlah sosialisasi pemanfaatan s .
sertifikat elektronik 20 tim 15 tim 15 tim 20 tim 20 tim
Jumlah Banwith Internet 50 tim 40 tim 40 tim - - 50 tim 50 tim
Tersedianya hononarium
tenaga ahli dan operator 25% 15% 20% 20% 20% 20% 20%
command center
tersedianya sarana dan
prasarana penunjang command 25% 15% 20% 20% 20% 20% 20%
center
Terselenggaranya Layanan . "
aduan masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 115 atlet 115 atlet
tersedianya alat studio dan 100% 25% 25% 25% 25% 15 atlet 15 atlet
komunikasi
jumiah pengadaan dan 40.000M2 40.000M2 40.000M2 40.000M2 | 40.000M2 |  40.000M2 40.000M2
pengembangan aplikasi
Tersedianya Jaringan Intra 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

Pemerintah Daerah




Terlaksananya pengembangan
dan pemeliharaan infrastruktur
Jaringan

96%

90%

100%

92%

929%

90%

100%

Terselenggaranya Layanan
panggilan darurat

100

100

100

100

Jumlah pengkajian dan
penelitian bidang komunikasi
dan informasi

90%

99,63

100

100

100

90%

100%

Program Bidang
Teknologi
Informasi dan
komunikasi

Terselenggaranya pengkajian
dan penelitian bidang informasi
dan komunikasi

90%

100

100

100

100

90%

100%

Tersedianya Dokumen petunjuk
teknis dan Standarisasi TIK

90%

100

100

100

100

90%

100%

Jumlah sdm bidang komunikasi
dan informasi yang memiliki
kompetensi

90%

100

100

100

100

90%

100%

Jumlah aparat yang mengikuti
Bimtek Teknologi Informasi dan
Komunikasi

90%

100

100

100

100

90%

100%

Prosentase tersebarnya
informasi pembangunan dan
pemerintahan daerah

90%

100

100

100

100

90%

100%

Program Bidang
Informasi dan
komunikasi public

Terlaksananya sosialisasi
informasi yang bersifat
penyuluhan bagi masyarakat

90%

100

100

100

100

90%

100%

Jumlah Sosialisasi layanan
informasi publik, hubungan
media dan statistik

90%

100

100

100

100

90%

100%

Keikutsertaan dalam pameran
di daerah maupun nasional

90%

100

100

100

100

90%

100%

Presentase meningkatnya
penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan

90%

100

100

100

100

90%

100%

Program bidang
persandian dan
statistik

Prosentase meningkatnya
kualitas data statistik daerah

90%

100

100

100

100

90%

100%

jumlah dokumen data dan
statistik daerah

90%

100

100

100

100

90%

100%

Prosentase kualitas SDM
persandian

90%

100

100

100

100

90%

100%

jumlah sandiman terlatih

90%

100

100

100

100

90%

100%




jumlah perangkat kemanana

0, 0,
informasi 90% 100 100 100 100 90% 100%
Terpeliharanya perangkat 0 " .
kemanana informasi 90% 100 100 100 100 90% 100%




Tabel 2.2

Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No Indikator SPM/Standar | IKK 2021 2022 2023 Tahun 2024 2021 2022 2023 Tahun 2024 | Analisis
Nasional (Tahun n-2) | (Tahun n-1) (Tahun n) (Tahun n+1) | (Tahun n-2) | (Tahun n-1) (Tahun n) (Tahun n+1)

1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13
Persentasi Perangkat Daerah yang terkoneksi dijaringan Intra Pemerintah atau

1 | menggunakan akses internet yang diamankan dan disediakan Dinas 95% 96% 87% 98% 95% 86% 7% 98%
Komunikasidan Informatika

2 | Persentasi Perangkat Daerah yang menggunakan akses internet yang 95% 96% 97% 98% 95% 96% 97% 98%
berkualitas yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika

3 | Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra Pemerintah yang disediakan 95% 96% 97% 98% 95% 96% 97% 98%
Dinas komunikasi dan Informatika (berbasis suara, video, teks dan sinal
lainnya)dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah

4 | Persentasi kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada 85% 96% 97% 98% 95% 96% 7% 98%
pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan
domain dan sub domain instansi penyelenggara Negara sesuai dengan PM
Kominfo no. 5/2015, tentang Registrar nama domain instansi penyelenggara
Negara

6 | Persentasi Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai 85% 96% 97% 98% 95% 96% 97% 98%
standar

7 | Persentasi Perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi 5% 96% 97% 98% 95% 96% 97% 98%
khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

8 | Persentasi layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi 95% 96% 97% 98% 95% 96% 7% 98%
pemerintahan yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah
diimplementasikan secara elektronik

9 | Persentasi layanan SPBE (layanan Publik dan layanan administrasi 95% 96% o7% 98% 95% 96% 97% 98%
pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik

10 | Persentasi secara elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan 95% 98% 97% 98% 95% 96% 97% 98%
perundang-undangan




| Persentasi layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan 95% 96% 97% 98% 95% 96% 97% 98%
system penghubung layanan pemerintah

12 | Persentasi perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data 95% 96% 87% 98% 95% 96% 97% 98%
pemerintah

13 | Persentasi perangkat daerah yang menyimpan data dipusat data pemerintah 91% 92% 93% 94% 91% 92% 93% 94%

14 | Persentasi perangkat daerah yang memperbaharui data sesuai siklus jenis data 95% 96% o7% 98% 95% 96% 87% 98%
(sesuai renstra Kominfo)

15 | Presentasi data yang dapat berbagi pakai 85% 96% 97% 98% 95% 96% o7% 98%

16 | Persentasi perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang 95% 96% 87% 98% 95% 96% 97% 98%
mendukung smart city

7 | Persentasi ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah 95% 96% 97% 98% 95% 9% 97% 8%
pengelolaan Dinas Kominfo

18 | Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait 95% 96% 87% 98% 95% 96% 97% 98%
implementasi e-government

19 | Persentasi komunitas masyarakat/kota yang menyebarkan informasi dan 95% 96% o7% 8% 95% 96% 97% 98%
kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota

20 | Persentasi konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan 96% 96% 97% 98% 95% 6% 7% 98%
pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)

21 95% 6% 97% 98% 5% 96% 97% 98%

Persentasi desiminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai
dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan




2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan Catatan Strategis

- Sarana dan prasarana yang masih terbatas dan belum memadai, utamanya sarana atau infrastruktur pendukung
komunikasi dan informatika;

- Masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap manfaat dan pentingya informasi dalam kehidupan:
- Belum optimalnya Dokumen Renstra Kabupaten dan Renja;
232  Rekomendasi dan Catatan Stragetis
Terpenuhinya sarana dan prasarana atau infrastruktur pendukung komunikasi dan informatika;
- Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya komunikasi dan informasi dalam kehidupan;

- Perlu mengadakan peningkatan kapasitas unsur perencana masing-masing SKPD dalam dalam Dokumen Renstra dan
Renja.



IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No

Bidang Urusan

Interpretasi belum tercapai(<) Sesuai(=) Melampaui(>)

Permasalahan

Faktor Penentu Keberhasilan

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Persentasi Perangkat Daerah yang
terkoneksi dijaringan Intra Pemerintah atau
menggunakan akses internet yang
diamankan dan disediakan Dinas
Komunikasidan Informatika

Keterbatasan anggaran dikarenakan adanya
refocusing umtuk dana covid

Merencakan/mengusulkan
penambahan anggaran untuk
pembangunan infrastruktur
jaringan

Persentasi Perangkat Daerah yang
menggunakan akses internet yang
berkualitas yang disediakan Dinas
Komunikasi dan Informatika

Keterbatasan anggaran dikarenakan adanya
refocusing umtuk dana covid

Mengusulkan penambahan
anggaran untuk peningkatan
kualitas akses internet

Tersedianya sistem elektronik komunikasi
intra Pemerintah yang disediakan Dinas
komunikasi dan Informatika (berbasis
suara, video, teks dan sinal lainnya)dengan
memanfaatkan jaringan intra pemerintah

Keterbatasan anggaran dikarenakan adanya
refocusing umtuk dana covid

Mengusulkan anggaran untuk
peningkatan/ketersedian system
elektronik komunikasi intra
pemerintah

Persentasi kegiatan (event), perangkat
daerah dan pelayanan publik pada
pemerintah daerah yang dimanfaatkan
secara daring dengan memanfaatkan
domain dan sub domain instansi
penyelenggara Negara sesuai dengan PM
Kominfo no. 5/2015, tentang Registrar
nama domain instansi penyelenggara
Negara

Minimnya Infrastruktur dan SDM bidang
TIK

Mengusulkan anggaran untuk
infrastruktur

Persentasi Perangkat Daerah yang memiliki
portal dan situs web yang sesual standar

Minimnya Infrasruktur dan SDM bidang TIK

Mengusulkan anggaran untuk
infrastruktur




Persentasi Perangkat daerah yang
mengimplementasikan layanan aplikasi
khusus yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan

Minimnya Infrasruktur dan SDM bidang TIK

Mengusulkan anggaran untuk
infrastruktur

Persentasi layanan SPBE (layanan publik
dan layanan administrasi pemerintahan
yang tercantum dalam dokumen proses
bisnis yang telah diimplementasikan secara
elektronik

Minimnya Infrasruktur dan SDM bidang TIK

Mengusulkan anggaran untuk
infrastruktur

Persentasi layanan SPBE (layanan Publik
dan layanan administrasi pemerintahan)
yang memanfaatkan sertifikat elektronik

Persentasi secara elektronik yang terdaftar
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan

Minimnya Infrasruktur dan SDM bidang TIK

Mengusulkan anggaran untuk
infrastruktur

Persentasi layanan publik dan layanan
administrasi yang terintegrasi dengan
system penghubung layanan pemerintah

Minimnya Infrasruktur dan SDM bidang TIK

Mengusulkan anggaran untuk
infrastruktur

10

Persentasi perangkat daerah yang
menggunakan layanan pusat data
pemerintah

Minimnya Infrasruktur dan SDM bidang TIK

Mengusulkan anggaran untuk
infrastruktur

11

Persentasi perangkat daerah yang
menggunakan layanan pusat data
pemerintah

Masih banyak data OPD yang belum
terintegrasi

Integrasi data OPD melalui Pusat
data/Command Center

12

Persentasi perangkat daerah yang
menyimpan data dipusat data pemerintah

Masih banyak data OPD yang belum
terintegrasi

Integrasi data OPD melalui Pusat
data/Command Center

13

Persentasi perangkat daerah yang
memperbaharui data sesuai siklus jenis
data (sesuai renstra Kominfo)

Pembaharuan data

14

Presentasi data yang dapat berbagi pakai

Masih banyak data OPD yang belum
terintegrasi

Integrasi data OPD melalui Pusat
data/Command Center




15

Persentasi perangkat daerah yang
mengimplementasikan inovasi yang
mendukung smart city

Penyusunan Master Plan Smarcity baru
dimulai Tahun 2021

Master Plan Smartcity akan
dijadikan Perda

16

Persentasi ASN pengelola TIK yang
tersertifikasi kompetensi dibawah
pengelolaan Dinas Kominfo

Minimnya ASN berkompetensi dalam
Pengelolaan IT

Mengusulkan BKPSDM untuk
penempatan ASN diluat Diskominfo
dengan Kompetensi IT

17

Tersedianya peraturan daerah atau
peraturan kepala daerah terkait
implementasi e-government

Sudah ada draf, namun harus
menyesuaikan dengan perkembangan
peraturan terbaru

18

Persentasi komunitas masyarakat/kota
yang menyebarkan informasi dan kebijakan
pemerintah dan pemerintah
kabupaten/kota

Masih banyak masyarakat yang belum
memahami informasi dan kebijakan

Sosialisasi tentang penyebaran
informasi dan kebijakan

19

Persentasi konten informasi terkait
program dan kebijakan pemerintah dan
pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan
strategi komunikasi (STARKOM)

Masih banyak OPD yang belum memliki
aplikasi terintegrasi

OPD menggunakan aplikasi
terintegrasi

20

Persentasi desiminasi dan layanan
informasi publik yang dilaksanakan sesuai
dengan strategi komunikasi (STARKOM)
dan SOP yang telah ditetapkan

Minimnya anggaran untuk layanan
informasi publik

Penambahan anggaran guna
tercapainya target




2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No Indikator Target Indikator Target Cati
Program /Kegiatan Lokasi Kinerja capaian | P29V Indikatif Program /Kegiatan Lokasi Kinerja Capaian Kebutuhan Pen
Program / Program Kinerja Dana
Kinerja
Kegiatan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
Urusan Wajib Urusan Wajib
PROGRAM PENUNJANG PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran Perencanaan, Penganggaran
dan Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan
1 Dokumen
Perencanaan PerangkatDaerah | Tondano PerangkatDaerah et . Perencanaan PerangkatDaerah A PerangkatDaerah R @
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan . Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan o
DokumenRKA-SKPD Laporan HasilKoordinasi 1 Dokumen 0 Tondano Laporan HasilKoordinasi Penyusunan 1 Dokumen 0
Tondano DokumenRKA-SKPD
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-
DokumenPerubahan RKA-SKPD RKA-SKPD danlLaporan Hasil S Dl 0 Koordinasi dan Penyusunan Tondan SKPD danLaporan Hasil Koordinasi 1 Dokurmen 0
Tondano Koordinasi Penyusunan Dokumen DokumenPerubahan RKA-SKPD © Penyusunan Dokumen Perubahan v
Perubahan RKA-SKPD RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Koordinas! dan Penvusunan Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan
DPA-SKPD Laporan HasilKoordinasi 1 Dokumen 0 4 Tondano Laporan HasilKoordinasi Penyusunan 1 Dokumen 0
Tondano DPA-SKPD
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-
PerubahanDPA- SKPD —— DPA-SKPD danLaporan Hasil 1 Dokumen 0 PerubahanDPA- SKPD Tondano | SKPD danLaporan Hasil Koordinasi 1 Dokumen 0

Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD

Penyusunan Dokumen Perubahan
DPA-SKPD




Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Koordinasi dan Penyusunan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD nm:rmuoam: Hasil 5 Dokumen 0 Laporan Capaian Kinerja dan Tondano Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 5 Dokumen 0
Tondano | Koordinasi Penyusunan Laporan ) e R )
el Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 5 ;
Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Daerah Perangkat Daerah 3 Dokumen 0 Daerah Tondano Perangkat Daersh 3 Dokumen 0
Tondano
Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji danTunjangan Jumlah Orang yangMenerima Penyediaan Gaji danTunjangan Jumlah Orang yangMenerima Gaji
N i 14 Bulan 2.415.000.000 Tondano 14 Bulan 2.415.000.000
ASN Tondano | Gaji danTunjangan ASN . ASN danTunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan KeuanganAkhir . Jumlah Laporan KeuanganAkhir
: Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun Tahun SKPD dan Laporan Hasil - Tahun SKPD dan Laporan Hasil
o 1 Dokumen 0 Laporan Keuangan Akhir Tahun | Tondano L 1 Dokumen 0
SKPD Tondano Koordinasi Penyusunan Laporan SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Laporan Keuangan Bulanan/ Bulanan/ Triwulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Triwulanan/ SemesteranSKPD Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi dan Penyusunan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor
T Koordinasi Penyusunan Laper 6 Dokumen 0 Laporan Keuangan Bulanan/ Tondano | Keuangan 6 Dokumen 0
Keuangan Triwulanan/ SemesteranSKPD Bulanan/Triwulanan/SemesteSKPD
Bulanan/Triwulanan/Semeste
SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan dan
Analisis Prognosis  Realisasi Tondicio AnalisisPrognosis Realisasi 2 Dokumen 0 Analisis Prognosis Realisasi Tondano AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 0
Anggaran Anggaran Anggaran
Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta
beserta Atribut T beserta Atribut Kelengkapan 21 Pegawai 0 beserta Atribut Tondano Atribut Kelengkapan 21 Pegawai 0
Kelengkapannya Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas
Pegawai Berdasarkan Tugas i Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 10 Pegawai 0 Pegawai Berdasarkan Tugas Tondano dan Fungsi yang Mengikuti 10 Pegawai 0

dan Fungsi

Pendidikan dan Pelatihan

dan Fungsi

Pendidikan dan Pelatihan




Bimbingan Teknis

Jumlah Orang yang Mengikuti

Bimbingan Teknis

Jumlah Orang yang Mengikuti

Implementasi Peraturan S BimbinganTeknis Implementasi 21 Orang 0 Implementasi Peraturan Tondano BimbinganTeknis Implementasi 21 Orang 0
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Administrasi Umum Perangkat
Daerah Daerah
Penyediaan Komponeninstalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi Penyediaan Komponeninstalasi Jumiah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan S Listrik/PeneranganBangunan 1 Tahun 0 Listrik/Penerangan Bangunan Tondano Listrik/PeneranganBangunan Kantor 1 Tahun 0
Kantor 3 Kantor yang Disediakan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan
Paks .000. 5 Pak .000.

Perlengkapan Kantor Tondano Perlengkapan Kantor yang ki 2o%iN Perlengkapan Kantor Tao Perlengkapan Kantor yang Disediakan g 22 0a R0l

Disediakan
Penyediaan PeralatanRumah Jumlah Paket PeralatanRumah Penyediaan PeralatanRumah Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga

Sl 1 Pak Ti 1 Paket
Tangga Tondano | Tangga yang Disediakan e d Tangga Ondano yang Disediakan - 0
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket BahanLogistik Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket BahanLogistik Kantor
s 1 Tahun 4.000. Tondan 1 Tahun 4.000.
Kantor Tondano | Kantor yangDisediakan ! Kantor i yangDisediakan S
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
R 1 Tahun 7.000.0 T 7.000.00
dan Penggandaan Tondano Penggandaanyang Disediakan Saee dan Penggandaan Toodin Penggandaanyang Disediakan Tk MR
Penyediaan Bahan Bacaandan Jumlah Dokumen BahanBacaan Penyediaan Bahan Bacaandan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan
Peraturan Perundang- Tond dan Peraturan Perundang- 1 Tahun 5.000.000 Peraturan Perundang- Tondano Peraturan Perundang-Undangan yang 1 Tahun 5.000.000
undangan . Undangan yang Disediakan undangan Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan ’ Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan .
G : 150.000. 15 Kal 150.000.

Koordinasi dan KonsultasiSKPD | Tondano | Rapat Koordinasidan Konsultasi Ll RN Koordinasi dan KonsultasiSKPD Tenee Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD A BN

SKPD
Pengadaan Barang Milik Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan
Perorangan Dinas atau Tondano Perorangan Dinas atau 1 Unit 0 Perorangan Dinas atau Tondano Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 Unit 0
Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatanyang Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

Disediakan
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Dinas

X : . Pengadaan Kendaraan Dinas . .
Operasional ataulLapangan Operasional atau Lapangan yang 3 Unit 0 . Tondano Operasional atau Lapangan yang 3 Unit 0
Tondano Disediakan Operasional atauLapangan o

Pengadaan Mebel Tondano Jumlah Paket Mebel yang 10 Set 0 Pengadaan Mebel Tondano Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 10 Set 0

Disediakan




Jumlah Unit Peralatan danMesin

Pengadaan Peralatan danMesin

Jumlah Unit Peralatan danMesin

Pengadaan Peralatan danMesin
; ot 10 Pak .000. 10P .000.
Lainnya Tondano | Lainnyayang Disediakan L A0 Lainnya Tofviang Lainnya yang Disediakan MiER" SN0
Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa Penunjang T
Urusan Pemerintahan Daerah Tondano Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan . Jumlah Laporan Penyediaan
Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Penyediaan Jasa Surat 1 Tahun 4.000.000 L Tondano Jasa SuratMenyurat 1 Tahun 4.000.000

Tondano Menyurat

Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Ponvedisan Jass Komunikasi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Wact : i f . .

Sumber DayaAir dan Listrik Komunikasi, Sumber DayaAir dan 1 Tahun 180.000.000 b ) i Tondano | Komunikasi, Sumber DayaAir dan 1 Tahun 180.000.000

Tondano | |jstrik yang Disediakan Sumber DayaAir dan Listrik Listrik yang Disediskan
Penyediaan Jasa Peralatandan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa e L —— Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

I

Perlengkapan Kantor Peralatandan Perlengkapan 1 Tahun 0 . Tondano | Peralatandan Perlengkapan Kantor 1 Tahun 0

Tondano Kantor yang Disediakan Perlengkapan Kantor yang Disadiakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Biiadtin i Pilvinen Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Umum Kantor PelayananUmum Kantor yang 25 Orang 646.800.000 . g Tondano PelayananUmum Kantor yang 25 Orang 646.800.000

Tondano icodi Umum Kantor o

Disediakan Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Pemeliharaan, dan PajakKendaraan
; 1P 50.000. Tondan 1P ,000,

Kendaraan Perorangan Dinas Tondano Kendaraan Perorangan Dinas et 000.000 Kendaraan Perorangan Dinas Rl Perorangan Dinas atau Kendaraan .t %.000.000
atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatandan Pemeliharaan Peralatandan 1 Tahun 0 Pemeliharaan Peralatandan Tonding Pemeliharaan Peralatandan Mesin 1 Tahun 0
Mesin Lainnya Tondano | Mesin Lainnya Mesin Lainnya Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan/RehabilitasiGedung
Gedung Kantor dan Bangunan — Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Paket 0 Gedung Kantor dan Bangunan | Tondano | Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Paket 0
Lainnya Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan/RehabilitasiSarana
Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana 1 Paket 0 Sarana dan Prasarana L — dan Prasarana 1 Paket 0
Gedung Kantor atauBangunan Tondano Gedung Kantor atauBangunan axe Gedung Kantor atauBangunan phpan Gedung Kantor atauBangunan s

Lainnya

Lainnya

Lainnya

Lainnya




PROGRAM PENGELOLAAN PROGRAM PENGELOLAAN
INFORMASI DAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI | Tondano
KOMUNIKASI PUBLIK Tondano PUBLIK
Pengelolaan Informasi dan Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik Tondano Komunikasi Publik Pemerintah | Tondano
Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Perumusan Kebijakan Teknis Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Jumlah Dokumen Hasil perumusan
Bidang Informasidan perumusan Kebijakan Teknis 0% 0 Bidang Informasidan Tondano Kebijakan Teknis Bidang Informasidan 0% 0
Komunikasi Publik Tondano | gidang Informasidan Komunikasi Komunikasi Publik Komunikasi Publik
Publik
Monitoring Opini danAspirasi Jumlah Dokumen Hasil . Monitoring Opini danAspirasi Jumlah Dokumen HasilMonitoring X
Publik Tondano | Monitoring Opini dan Aspirasi 1 egilon 0 Publik TORMS | ool i Adsiraal PUBIE Vi 0
Publik
Monitoring Informasi dan Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Jumlah Dokumen Hasil Monitoring
Penetapan Agenda Prioritas Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Informasi danPenetapan Agenda
il ) it 1 Kegi i 0
Komunikasi Pemerintah Tondano | Penetapan Agenda Prioritas Fegi y Komunikasi Pemerintah Tohdgro Prioritas Komunikasi Pemerintah K
Daerah Komunikasi Pemerintah Daerah Daarah Daerah
Pengelolaan Konten dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Perencanaan Media Pengelolaan Konten dan 0% 0 Perencanaan Media Tondano | KontendanPerencanaan Media 0% 0
Komunikasi Publik Tondano | perencanaan Media Komunikasi Komunikasi Publik Komunikasi Publik
Publik
Pengelolaan Media Jumlah Dokumen Hasil ) Pengelolaan MediakKomunikasi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan .
N . " 1 M
Komunikasi Publik Tondano | Pelaksanaan PengelolaanMedia e J Publik T | gasissammedls Koriuniaapas, | 1Vede .
Komunikasi Publik
Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan ) ) . Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 5
Tondeio Informasi Publik 1 Kegiatan 0 Pelayanan Informasi Publik Tondano Informasi Publik 1 Kegiatan 0
Layanan Hubungan Media Tondano Jumlah Layanan HubunganMedia 1 Media 0 Layanan Hubungan Media Tondano Jumlah Layanan HubunganMedia 1 Media 0
Kemitraan dengan Pemangku Jumlah Dokumen Kemitraan . Kemitraan dengan Pemangku Jumlah Dokumen Kemitraan dengan ;
. s 1 K
Kepentingan Tondano | dengan Pemangku Kepentingan g o Kepentingan Tondane | pemangku Kepentingan e 0
Manajemen KomunikasiKrisis Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan )
i Manayj K ikasiKrisis
Tondano Pelaksanaan Manajemen 1 Kegiatan 0 anajemen KomunikasiKri Tondano R 1 Kegiatan 0
Komunikasi Krisis
Penguatan Kapasitas Sumber Jumlah Sumber Daya Komunikasi X Penguatan Kapasitas Sumber Jumlah Sumber Daya Komunikasi ;
e 2 : ; 1 Kegiatan ta 0
Daya KomunikasiPublik Tondano Publik yangMeningkat - g Daya KomunikasiPublik Yopdena Publik yangMeningkat Kapasitasnya L
Kapasitasnya
Penguatan Tata Kelola Komisi Jumlah Dokumen Hasil BSriaNR Tate Kelols Komis Jumlah Dokumen Hasil Penguatan
Informasi di Daerah Penguatan Tata Kelola Komisi 1 Kegiatan 8.000.000 . M Tondano Tata Kelola Komisi Informasi di 1 Kegiatan £.000.000
Tondano Informasi di Daerah

Informasi di Daerah

Daerah




Penyelenggaraan Hubungan
Masyarakat,Media dan

Jumlah Dokumen Kemitraan
dengan Masyarakat, Media dan

Penyelenggaraan Hubungan

Jumlah Dokumen Kemitraan dengan
Masyarakat, Media danKomunitas

Kemitraan Komunitas Komunitas dalam 70% 1.800.000.000 gmu,.s_.mxmﬂ.gmnj dan Tondano PR e T 70% 1.800.000.000
Mendiseminasikan Informasi Kemitraan Komunitas Program ataukebijakan
Program atauKebijakan
Penyediaan/Pengadaan Jumlah Sarana dan Prasarana Penyediaan/Pengadaan Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan dan Prasarana Pendukung Pendukung Informasi dan Komunikasi
Pendukung Informasi dan KomunikasiPublik Pemerintah 1 Paket 0 Informasi danKomunikasi Tondano Publik Pemerintah Daerah 1 Paket 0
Komunikasi Publik Tondano | Daerahkabupaten/kota Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN PROGRAM PENGELOLAAN
APLIKAS| INFORMATIKA Tondano APLIKAS! INFORMATIKA Tascmng
Pengelolaan Nama Domain Pengelolaan Nama Domain
yang Telah Ditetapkan oleh yang Telah Ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan Sub Pemerintah Pusat dan Sub Tondano
Domain di Lingkup Tondano Domain di Lingkup Pemerintah
Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pendaftaran Nama Domain Jumlah Pendaftaran Nama Pendaftaran Nama Domain Jumlah Pendaftaran NamaDomain
: ; : 0% 0 p Tondano . 0% 0
Pemerintah Kabupaten/Kota Tondano Domain Pemerintah Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Penatalaksanaan dan Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Jumlah Dokumen Penatalaksanaan
Pengawasan Nama Domain Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Pengawasan Nama Domaindan
dan Sub Domaindalam vm:muimmm: Nama Domaindan dan Sub Domaindalam Sub Domain dalam Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Tondano wc_u Dﬂ_.:._._m_: dalam 1Laymnan g Penyelenggaraan L Pemerintahan Daerah b 0
””;ﬂhwﬂﬂ””nw@mﬂm: UMMw_M:mmmnmwmmmﬁHh\m.ﬂM, i Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Sistem Jumlah Sistem Jaringan Intra Penyelenggaraan Sistem Jumlah Sistem Jaringan Intra
Jaringan Intra Pemerintah Pemerintah Daerah 0% 0 Jaringan Intra Pemerintah Tondano | Pemerintah Daerah 0% 0
Daerah Tondano . Daerah
Pengelolaan E-government Pengelolaan E-government di
di Lingkup Pemerintah Lingkup Pemerintah Daerah Tondano
Daerah Kabupaten/Kota Tondano Kabupaten/Kota
Penatalaksanaan dan Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Jumlah Dokumen Hasil
Pengawasan E- government Penatalaksanaan dan Pengawasan E- government Penatalaksanaan dan Pengawasan E-
dalam Penyelenggaraan Pengawasan E-Governmentdalam 0% 0 dalam Penyelenggaraan Tondano | Governmentdalam Penyelenggaraan 0% 0
Tondano Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Daerah Kabupaten/Kota

Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota




Sinkronisasi Pengelolaan
Rencana Induk dan Anggaran

Jumlah Dokumen Hasil
Sinkronisasi PengelolaanRencana

Sinkronisasi Pengelolaan
Rencana Induk dan Anggaran

Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi
PengelolaanRencana Induk dan

p ; 1 Dokumen 0
PemerintahanBerbasis Tondano | !ndukdan Anggaran ! L 0 PemerintahanBerbasis L Anggaran PemerintahanBerbasis orume
Elektronik PemerintahanBerbasis Elektronik Elektronik Elektronik
Pengelolaan Pusat Data Jumlah Pusat Data Pemerintahan Pengelolaan Pusat Data Jumlah Pusat Data Pemerintahan
) : 20% 24.000.000 ) Tondano 20% 324.000.000
Pemerintahan Daerah Tondano | Daerah yangDikelola ¢ ’ Pemerintahan Daerah Daerah yangDikelola
Penyelenggaraan Sistem Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Jumlah Dokumen Hasil
Komunikasi Intra Pemerintah Tond Penyelenggaraan Sistem 1 Sistem 0 Komunikasi Intra Pemerintah Tondano | Penyelenggaraan SistemKomunikasi 1 Sistem 0
Daerah ondano Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Intra Pemerintah Daerah
Daerah
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil T —— Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Sistem Keamanan Informasi Koordinasi dan Sinkronisasi 0% 0 ) s : Tondano dan SinkronisasiSistem Keamanan 0% 0
Tondano Sistem Keamanan Informasi Sistem Keamanan Informasi o
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Perangkat Daerah yang Jumlah Perangkat Daerah yang
Data daninformasi Elektronik Menerapkan Koordinasi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Menerapkan Koordinasi dan
; famal .000. 20% 8.000.000
Tondano SinkronisasiData dan Informasi s Mo Data daninformasi Elektronik Taiario SinkronisasiData dan Informasi A
Elektronik Elektronik
Pengembangan Aplikasidan Jumlah Aplikasi dan ProsesBisnis Pengembangan Aplikasidan Jumlah Aplikasi dan ProsesBisnis
Proses Bisnis Pemerintahan Yond Pemerintahan Berbasis 0% 0 Proses Bisnis Pemerintahan Tondano Pemerintahan Berbasis Elektronik 0% 0
Berbasis Elektronik onaane | Elektronik yang Dikembangkan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan
Penyelenggaraan Sistem Jumlah Layanan Publik yan, Jumlah Layanan Publik yan
i ¥ i Penyelenggaraan Sistem i g i
_um:m_._c_u:_._w Layanan ._.mﬂjc_uc:m nmjmm:m_mﬂms P h ._.m—.:r__uc:m n_mjmm:m_m_nm—..: 0 0
Pemerintah Tondano | Penghubung Layanan Pemerintah o . " ..._uc.._w K] L Penghubung Layanan Pemerintah W
Daerah Pemerintah i)
Pengembangan dan Jumlah Dokumen Programinovasi Pengembangan dan Jumlah Dokumen Programinovasi
Pengelolaan Ekosistem yang Diimplementasikan Sesuai Pengelolaan Ekosistem yang Diimplementasikan Sesual
; .000. Tondan 10% 25.000.000
Kabupaten/Kota Cerdasdan Tondano | dengan Masterplan Smart City 1o Rhdne Kabupaten/Kota Cerdasdan o dengan Masterplan Smart City
Kota Cerdas Kota Cerdas
Pengembangan dan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Jumlah Dokumen Pelaksanaan
Pengelolaan Sumber Daya Pengembangan dan Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Pengembangan dan Pengelolaan
Teknologi Informasi dan mc_.:wﬂUmxm._.m.x:o_om_.__.;o_.amm_ 0% 0 Teknologi Informasi dan Tondano | Sumber DayaTeknologi Informasi dan 0% 0
Komunikasi Pemerintah Vondenn dan Komunikasi Pemerintah Komunikasi Pemerintah Komunikasi Pemerintah Daerah
Daerah Daerah Daarah
Pengelolaan Government Jumlah Dokumen Pengelolaan R Jumlah Dokumen Pengelolaan
Chief Information Officer GovernmentChief Information 0% 0 ge wm o. € € € Tondano GovernmentChief Information Officer 0% 0
Tondano Information Officer(GCIO)

(GCIO)

Officer(GCIO)

(GCIO)




Monitoring, Evaluasi dan

Jumlah Dokumen Monitoring,

Monitoring, Evaluasi dan

Jumlah Dokumen Menitoring,

Pelaporan Pengembangan e Evaluasi danPelaporan 0% 0 Pelaporan Pengembangan Tondano Evaluasi danPelaporan 0% 0
Ekosistem SPBE Penyelenggaraan SPBE Ekosistem SPBE Penyelenggaraan SPRE
PROGRAM PROGRAM
PENYELENGGARAAN Tondan PENYELENGGARAAN Tondano
STATISTIK SEKTORAL 0 STATISTIK SEKTORAL
Penyelenggaraan Statistik Penyelenggaraan Statistik
Sektoral di Lingkup Daerah Sektoral di Lingkup Daerah Tondano

Tondano
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Koordinasi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Pengumpulan,Pengolahan, SinkronisasiPengumpulan, Pengumpulan,Pengolahan, SinkronisasiPengumpulan, ?
Analisis dan Diseminasi Data Tondano vm:wo_m:m.?»:m:ﬂm m_mw_ _ e S0 Analisis dan Diseminasi Data Tadeno Pengolahan,Analisis dan Diseminasi % R
Statistik Sektoral Disaminas! Data Statistik Sektora Statistik Sektoral Data Statistik Sektoral
Peningkatan Kapasitas SDM Jumlah SDM yang Meningkat Peningkatan Kapasitas SDM Jumlah SDM yang Meningkat
Pemerintah Daerahdalam Kapasitasnya dalam Peningkatan % 0 Pemerintah Daerahdalam Tondano Kapasitasnya dalam Peningkatan % 0
Peningkatan MutuStatistik Tondano Mutustatistik Daerah yang Peningkatan MutuStatistik MutuStatistik Daerah yang
Daerah yang Terintegrasi Terintegrasi Daerah yang Terintegrasi Terintegrasi
Membangun Metadata Jumlah Metadata Stati 0% 0 Membangun MetadataStatistik P Jumlah Metadata StatistikSektoral 0% 0
Statistik Sektoral Tondano Sektoral yang Dihimpun Sektoral o yang Dihimpun
Penyelenggaraan Otorisasi Jumlah Data Statistik Sektoral 0% 0 Penyelenggaraan Otorisasi Tondano Jumlah Data Statistik Sektoral yang 0% 0
Statistik Sektoral di Daerah Tondano yang Dihimpun Statistik Sektoral di Daerah Dihimpun
PROGRAM PROGRAM
PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN T

n

PERSANDIAN UNTUK Toridaric PERSANDIAN UNTUK e
PENGAMANAN INFORMASI PENGAMANAN INFORMASI
Penyelenggaraan Persandian Penyelenggaraan Persandian
untuk Pengamanan untuk Pengamanan Informasi Todine
Informasi Pemerintah Tondano Pemerintah Daerah
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Analisis Jumlah Laporan Analisis Pelaksanaan Analisis Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan
Kebutuhan dan Pengelolaan Kebutuhan dan Pengelolaan Kebutuhan dan Pengelolaan dan Pengelolaan Sumber Daya
Sumber DayaKeamanan Tond Sumber DayaKeamanan 0% 0 Sumber DayaKeamanan Tondano | Keamanan Informasi Pemerintah 0% 0
Informasi Pemerintah Daerah OnGANG "AMMDEMM%\MHMES: Daerah Informasi Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota 4 Kabupaten/Kota




Pelaksanaan Keamanan
Informasi Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
Berbasis Elektronik dan Non
Elektronik

Tondano

Jumlah Laporan Pelaksanaan
Keamanan Informasi
PemerintahanDaerah
Kabupaten/KotaBerbasis
Elektronik dan Non Elektronik

0%

Pelaksanaan Keamanan
Informasi PemerintahanDaerah
Kabupaten/KotaBerbasis
Elektronik dan Non Elektronik

Tondano

Jumlah Laporan Pelaksanaan
Keamanan Informasi Pemerintahan
Daerah Kabupaten/KotaBerbasis
Elektronik dan Non Elektronik

0%




2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat maupun SKPD merupakan masukkan kabupaten dan
provinsi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu dokumen perencanaan.
Adapun Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Minahasa sebagai berikut:




Tabel 2.5

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa

Program/Kegiatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Cat
Kegiatan Volume
2 3 4 5 6

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program E-gov

Program IKP

Program TIK

Program Persandian




BAB Il
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan amanat konstitusi salah satu tujuan dari Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dari
berbagai ancaman baik secara intern maupun ekstern. Melindungi segenap bangsa secara implisit berarti menciptakan
rasa aman dan tentram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk rasa aman dari bencana. Dalam sebuah
negara, provinsi, kabupaten/kota eksistensi dinas/kantor Komunikasi dan Informatuka mutlak diperlukan karena fungsi
dari dinas/kantor Komunikasi dan Informatika sangat sentral dimana kantor/dinas komunikasi dan Informatika

memberikan pelayanan yang baik.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Minahasa telah merencanakan sampai dengan tahun